
~. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

a. bahwa dalarn rangka menindaklanjuti ketentuan dalarn 
Peraruran Menteri Desa, Pernbangunan Daerah Tertingal dan 
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Peru bah an Atas 

Peraturan Menteri Desa, Pernbangunan Daerah Tertingal dan 
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Prioritas Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka beberapa 

ketentuan dalarn Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 
Tahun 2017 ten tang Dana Desa yang Bersurnber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
20 l 7 per Ju disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 

dalarn huruf a, perlu rnenetapkan Peraruran Bupati tentang 

Perubahan Atas Perr turan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017; 

BUPAT! GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Mcnirnbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUP.'\TJ GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN.BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR P,"f TAHUN 2017 

BUPATJ GROBOGAN 

PROVINS! JAWA TENGAH 



Pembentukan Daerah-Daerah Kabupstcn dalam Lingkungan 

Propinsi .Jawa Tengah; 
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 

Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 
[Lernbaran Negara Tahun 2016 Nornor 240, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraruran Pernerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksariaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
fndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor5717}; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersurnbcr 

ten tang 1950 Tahun 13 2. Undang-UndangNomor 



Pasal I 
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

I. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Grobogan sclanjutnya disebut APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Pernerintah Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pernerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2017 (Serita Daerah Kabupaten Orobogan Tahun 2017, 

Nomor 4) diubah sebagai berikut : 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATJ GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGOARAN 

2017. 

MEMUTUSKAN : 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tam bah an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017 
[Lernbaran Negara Tahun 2016 Nomor 253); 

Mcnetapkan 

- ... - .. -·- 



10 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, 

dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah 
rekening ternpat menyimpan uang pernerintahan Desa 

yang mcnampung seluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk rnembayar seluruh pengeluaran Desa 

pada Bank yang ditetapkan. 
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk 

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat 

Dcsa sebagai unsur penyelenggara Pcmerintahan Desa. 
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
9. Keuangan Dcsa adalah semua hak dan kewajiban dalarn 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat 
dinilai dengan uang termasuk didalarnnya segala berituk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

desa tersebut. 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa rnasyarakat, 
hak asa! usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihorrnati dalam sistem perncrintahan Negara Kesaruan 

Republik Indonesia di Daerah. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat serempat 

datam sistern pemerintahan Negara Kcsatuan Rcpublik 

Indonesia. 

kepentingan pemerintahan, urusan mengurus 

yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 

daerah pada bank yang ditetapkan. 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yanjr berwenang unruk mengatur dan 



infrastruktur dan akses transportasi. 
15. Tim Pelaksana Kegiaran selanjutnya disingkat TPK adalah 

Tim yang dibentuk oleh Kepala De sa dengan surat 

Keputusan, rerdiri dari unsur perangkat desa dan unsur 

masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa. 
16. Lembaga Kemasyarakatan De sa atau disebut dengan 

nama lain adalah lembaga yang dibentuk olch masyarakat 
sesuai dengan kebutuhan dan merupak.an rnitra 

Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 
l 7. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh 

Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis 

disalurkan ke Desa sarnpai akhir tahun anggaran atau 
Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa 
yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun 
anggaran sehingga menjadi bagian dari sisa lebih 

perhitungan anggaran APB Desa. 
18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disebut KPPN ada1ah mstansi vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh 
kuasa dari Bendahara Umum Negara atau BUN untuk 
melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 

19. Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa yang 
selanjutnya disingkat KPA Penyaluran Dana Desa adalah 

Kcpala KPPN Kabupaten Grobogan sclaku Kepala instansi 

vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 
memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk 

melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 

kondisi dasar, pelayanan ketersediaan variabel 

mernbiayai penyelenggaraan pernerintahan, pelaksariaan 

pernbangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 

pembcrdayaan masyarakat. 
13. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang 

akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara 

membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa 

dengan jumlah Dess secara nasional. 
14. Indek Kesulitan Oeografis Desa yang selanjutnya 

disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan 
tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan 



(1) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 6 ayat (l) huruf a, dilakukan setelah Kepala 

Desa rnenyarnpaikan: 
a. peraturan desa ten tang APB Desa; 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Dcsa tahun anggaran sebelumnya; 
c. rencana penggunaan Dana Dcsa tahap J; dan 
d. -ekarnan buku RKD. 

(2) Capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata perseruase 
capaian output dari seluruh kegiatan. 

(3) Persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sebagairnana 
dimaksud pada ayat (I) disampaikan kepada Bupati c.q 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
melalui Camat, paling lambat pada minggu kedua bulan 
Maret. 

Pasal 7 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

( I l Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Bupati dengan cara 
pemindahbukuan dari RKUD ke RKD secara bertahap, 
dengan ketentuan : 
a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling larnbat 

bulan Juli sebesar 60% (enam puluh perserarus): dan 
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat 

puluh perserarus). 

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) dilakukan paling lambat 7 hari 
kerja setelah Dana Desa diterirna di RKUD. 

Pasai 6 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 



(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai: 
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

Pernbangunan Desa dan Pernberdayaan Masyarakat 

Desa; dan 
b. pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas 

bidang. 

Pasal 11 

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

(1) Penyaluran Dana Desa tahap JI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakuk.an setelah Kepala 

Desa menyampaikan : 
a. laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output 

Dana Desa Tahap I; 
b. rencana penggunaan Dana Desa tahap II. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output 
Dana Desa Tahap I sebaga.imana dirnaksud pada ayat (1) 

huruf a menunjukkan realisasi penyerapan rata-rata 
paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perserarus] 

dan capaian output paling scdikit 50% (lima puluh per 

seratus). 
(3) Capaian output seba.gaimana dimaksud pada ayat (2), 

dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output 

dari seluruh kegiatan. 
(4) Penyusunan laporan realisasi penycrapan dan capaian 

output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

scsuai dcngan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat 
kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, 

dan capaian output. 
(5) Laporan realisasi penyerapan, pencapaian output Tahap I 

dan rencana penggunaan Dana Desa tahap II 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), disampaikan 
kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa rnelalui Carnat, paling lambat pada 

minggu kedua bulan Juli. 

Pasal 8 

4. Ket.entuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 



Pasa129 
(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa pada setiap 
tahap kcpada Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa melalui Camat masing-rnasing. 

('.?) Laporan realisasi penyerapan dan output Dana Desa 
ebagaimana dirnaksud pada ayat (l) terdiri alas: 
a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian 

output tahun anggaran sebelurnnya: dan 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dann 

Desa Tahap J. 
(:'\) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelurnnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat pada 
tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa tahap l scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b, disampaikan paling larnbat pada tanggal 7 Juli tahun 

anggaran berjalan. 
(SJ Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah 

batas waktu penyampaian laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4}. Kepala Desa dapat 
menyampaikan pemutakhiran capaian output tersebut, 

untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada 

aplikasi. 

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) huruf b diutamal:an pada bidang kegiatan BUMDesa 

atau BUMDesa Bersama, ernbung, produk unggulan Desa 

atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa. 

(31 Prioritas penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat {J ), dipublikasikan oleh Pemerintah Desa 
kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang 

dapat diakses rnasyarakat Desa. 



(I) Bupati rnenyarnpaikan laporan realisasi penyalura n dan 
laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian 
output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran Dana Desa dengan tembusan Gubernur .Jawa 

Tengah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

(2) Laporan realisasi penyaluran clan laporan konsolidasi 
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (J) terdiri atas : 
a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi 

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. laporan realisasi penyaluran dan Japoran konsolidasi 
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
tahap 1. 

(3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dirnaksud 
pada ayat ( J) disampaikan paling lama 14 (em pat beJas) 
hari sejak Dana Desa diterima di RKUD . 

(4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian 
output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a disarnpaikan paling lambat tanggal 14 Januari 
tahun anggaran berjalan. 

(5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian 
output Dana Desa sebagaimana dibaksud pada ayat (2) 
huruf b disampaikan paling lam bat tanggal 14 Juli iahun 
anggaran berjalan. 

(6) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas 
waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran Dana Desa dapat meminta Bupati untuk 
melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan 

7. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) satu pasal 
yakni Paaal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimanadimaksud 
pada ayat (2), disusun dengan Format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
rerpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



b. terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelurnnya 
lebih dari 30% (tiga puluh per serarus): dan 

c. terdapat rekomendasi yang disarnpaikan oleh aparat 

pengawas fungsional di daerah. 
(2) Penundaan peny"11uran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan 
sebesar Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya 
lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan 
pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap l tidak 

dilakukan. 
(4} Penundaan penyaluran Dana Desa karena ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan 
sarnpai dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran 
sebe lumnya telah direalisasikan penggunaannya sehingga 
jumlah Sisa Dana Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% 
(tiga puluh per seratus] dari anggaran Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya. 
·(5) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran 

berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebclumnya masih lebih bcsar dari 30% [tiga puluh 
perseratus], maka penyaluran Dana Desa yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 
disalurkan sehingga rnenjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(I) Bupati rnemberi sanksi penundaan penyaluran Dana 
Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

huruf a, apabila : 
a. kepala Desa tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 

{l ] karena belum menyampaikan Peraturan Desa 

tentang APB Desa, laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa tahun sebelumnya dan 

iainnya; 

Pasal36 

dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pernutakhiran 

data pada aplikasi. 
8. Kctentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 



(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dalarn hal: 

a. dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) 

telah diterirna; 
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebclurnnya 

kurang dari atau sama dengan 30%(tiga puluh per 

seratusl: dan 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas [ungsional 

daerah. 
(2) Dalarn hal penundaan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat {ll huruf ~ 
dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya 

tahun anggaran, maka Dana Desa tersebut tidak dapat 

disalurkan lagi ke RKD sehingga menjadi Sisa Dana Desa 

di RKUD. 
(3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud dalarn pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku 

KPA Penyaluran Dana Desa. 

Pasal 37 

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga pasal 37 berbunyi 

sebagai berikut : 

(6) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) 

kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa. 
(7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kernbali pada tahun 

anggaran berikutnya. 
(8) Rekomendasi aparat pengawas fungsional di daerah 

se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf c disampaikan 

dalarn hal terdapat potensi atau telah terjadi 
penyimpangan penyuluran dan/atau penggunaan Dana 

Desa. 
(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum 

batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 6. 



(4) Bupati memberitabukan penundaan penyaluran Dana 

Desa scbagaimana dirnaksud pada ayat (3) kcpada kepala 

Desa, paling larnbat akhir bulan November tahun 

anggaran berjalan, agar dianggarkan kembali dalam 

rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya. 

(S) Bupati menganggarkan kernbali Sisa Dana Desa di RKUD 

yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran 

berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa 

dari RKUD ke RKD scsuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(6) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke 

RKD sampai dengan akhir bulan Pebruari tahun anggaran 

berjalan, maka Sisa Dana Desa tersebut akan 

dipel'hitungkan sebagai pcngurang dalam pcnyaluran 

Dana Desa rahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran 

berjalan. 
{7) Oalam ha! Desa telah rnemerruhi persyaratan penyaluran 

scbelurn minggu pcrtarna bulan Juli t.ahun anggaran 
berjalan, Bupati menyampaikan perrnintaan penyaluran 

Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN 

ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling 

larnbat pada rninggu kedua bulan Juli tahun anggaran 

berjalan, 
(8) Berdasarkan perrnintaan penyaluran sisa Dana Desa 

tahap I dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 

Kepala KPPN selaku KPA Penya.Juran Dana Desa 
rnenyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belum 

disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) paling lambat bulan Juli tahun anggaran 

bcrjalan. 
(9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan 

penyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (7). sisa Dana Desa tahap I yang 



(I) Bupati mernberi sanksi pemotongan penyaluran Dana 

Desa sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf b dalarn hal 

setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1) 

huruf b, Desa masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih 

dari 30% [tiga puluh per seratus). 
(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana 

Desa tahun anggaran berikutnya. 
(::\) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa 

sebagairnana pada ayat (l) kepada Kepala KPPN selaku 

KPA Penyaluran Dana Desa, 

IO. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 diubah, sehingga 

berbunyi scbagai berikut : 
Pasal38 

belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran 

berjalan sebagairnana dimaksud pada ayat (6) menjadi 

Sisa Anggaran Lebih pada RKUN . 
(10) Berdasarkan perrnintaan penyaluran Sisa Dana Desa dari 

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri 

Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
menyalurkan Dana Desa tahap I yang belum disah .. irkan 

dari RKUN ke RKUD sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) 

paling lambat minggu kedua bulan September tahun 

anggaran berjalan. 
( 11) Dalarn ha! Bupati tidak menyarnpaikan permintaan 

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8), maka Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari 
RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), menjadi Sisa Anggaran Lebih 

pada RKUN. 



B£RITA DA£RAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR lL{ 

Diundangkandi Purwodadi 
pada tanggal a; JUU ~ol'} 
_.3_E.J!QUITARTS DAERAH 

SRI SUMARNI 

Dit.etapkan di Purwodadi 
pada tanggal :21,, jl...lL-1 ~bf) 

Agar setiap orang mengetahuinya. mcmerinrabkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyc1 

dalam Berita Daerah KabupatenGrobogan. 

Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 


